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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan

Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

Informasi Publik.

Laporan ini disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kota Bogor untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota Bogor beserta
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Laporan ini memuat gambaran implementasi
pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2022.
Pengolahan data ini merupakan data terbaru yang dihimpun per tanggal 01 Januari 2023
dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan implementasi Undang-Undang
Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan terhadap
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Laporan ini mencakup pelayanan informasi di tahun 2023, diantaranya Publikasi
Informasi yang telah dilakukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
melalui website & media sosial, media cetak & elektronik, serta melalui komunikasi
langsung. Diharapkan Laporan KIP ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong
peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah

Kota Bogor.

Bogor, Januari 2023

Pejabat Pengelola Informasi &
Dokumentasi Utama Pemerintah Kota
Bogor

ttd

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621208 199203 2 004




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai
berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan
informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena
dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat
untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara. Untuk itu
Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melakukan pembenahan dalam pelayanan
informasi publik. Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melaksanakan
pelayanan informasi publik. Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kota Bogor
mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah

Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota
Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan
informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi . Guna mendukung kelancaran
pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor
487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor. Tim tersebut bertugas untuk membahas dan memberikan
pertimbangan kepada PPID atas jenis informasi yang dikecualikan, keberatan dan

penyelesaian sengketa informasi, serta berbagai persoalan informasi publik lainnya.

Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa kali
sosialisasi kepada pimpinan dan staf seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor mengenai peningkatan implementasi UU KIP melalui workshop Keterbukaan

Informasi Publik (KIP), forum Perhumas dan forum Bakohumas Kota Bogor.

Kegiatan diselenggarakan dengan mengundang berbagai narasumber yang
kompeten di bidang Keterbukaan Informasi Publik dari berbagai instansi, baik instansi

pemerintah, maupun swasta.

Sementara itu, untuk mengetahui implementasi amanat UU KIP, pada tahun
2021 telah dilakukan kegiatan rutin tahunan, yaitu monitoring dan evaluasi implementasi

UU KIP terhadap 40 instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.



Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner terhadap PPID
Pembantu di masing-masing OPD yang meliputi kategori pelayanan informasi, kegiatan

publikasi, dan kelembagaan PPID.

Disamping itu, kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan
media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi
microblog twitter, media jejaring sosial facebook, dan media sharing instagram serta
youtube. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat
berbagai informasi mulai dari struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan
serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti agenda dan berita
lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga termasuk salah satu yang
disediakan di beberapa website tersebut. Tercatat ada 15 instansi (42,8%) yang sudah

memiliki website.

Dengan demikian, sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di
Kota Bogor terus ditingkatkan melalui beragam program dan mekanisme pelayanan
informasi publik. Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-
baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang

baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

B. Maksud dan Tujuan

Mengatasi suatu kendala pada pelayanan informasi publik,
Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif pada setiap kegiatan di bidang IKP;
Mengetahui kemajuan dan perkembangan pada Bidang IKP.

Mengadakan monitoring dan evaluasi.

o~ w DN PRE

Menemukan inovasi baru pada pelaksanaan pelayanan informasi

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Publik

4. Peraturan Menteri Pan — RB No 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Penanganan

Pengaduan Masyarakat



6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

7. Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-122 Tahun 2019 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor jo Surat
Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor

8. Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/kep.289-Diskominfo/2023 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan
Publik (SP4N Lapor).

D. Anggaran

Anggaran adalah salah satu bentuk untuk mendukung kegiatan pengelolaan
informasi dan pelayanan permohonan informasi. Beberapa Perangkat Daerah melaporkan
tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi,

termasuk pelayanan permohonan informasi.



BAB Il
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pelayanan publik yang wajib diselenggarakan salah satunya adalah pengelolaan
pengaduan masyarakat, hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan penyelenggaraan
pelayanan publik meliputi: pelaksana, pengelolaan pengaduan, informasi, pengawasan
internal, penyuluhan dan konsultasi. Supaya masyarakat dapat memperoleh pelayanan
publik yang berkualitas, maka pemerintah harus bisa menyediakan sarana pengaduan

pelayanan publik.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan

oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan arahan dari Presiden Rl bahwa “Pelayanan publik merupakan bukti
nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, pelayanan yang baik akan meninggalkan
kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang
buruk, dan apabila dibiarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas

penyelenggaraan negara.”

Penyelenggaraan pelayanan publik harus makin baik, tuntutan masyarakat terus
meningkat, tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit, tidak
ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif.

Salah satu Kota yang sudah merespon amanat tersebut adalah Kota Bogor. Dalam
rangka menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan yang
dilakukan Pemerintah Kota Bogor, maka perlu mengoptimalkan pelayanan penanganan
pengaduan yang sederhana, cepat, tuntas, berkualitas, dan terkoordinasi dengan
menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan

terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB) mengelola aduan yang bersifat nasional yang bernama LAPOR!, berbagai
Sistem di daerah diperbolehkan mengadopsi Lapor sebagai kanal penyampaian aduan di
daerah mereka. Namun jika ada daerah yang mengembangkan aplikasi sendiri maka harus
di integrasikan dengan Lapor!. Jadi dengan adanya kegiatan yang dikelola dengan

Kemenpan RB sebagai pengelola pelayanan pengaduan nasional memuat struktur baku



yang disebut dengan admin kota. Admin kota adalah perangkat daerah yang ditunjuk
sebagai penanggung jawab pengembangan yang bertugas untuk monev yaitu, monitoring

dan evaluasi yang bertujuan untuk pengembangan aplikasi.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sebuah aplikasi
media sosial yang dibangun dan dikelola oleh Kantor Staff Presiden (KSP) untuk
melibatkan partisipasi publik dan meningkatkan interaksi dua arah antara masyarakat dan
Pemerintah dalam pengawasan program-program pembangunan. Partisipasi dan interaksi
dari masyarakat umum ini dijaring melalui 4 penerimaan dan tindak lanjut aspirasi dan
pengaduan, yang semuanya terdokumentasi dengan baik dalam aplikasi LAPOR! dengan
fitur-fitur berteknologi mutakhir dan dapat diakses secara mudah oleh publik. Tidak hanya
melayani aspirasi dan pengaduan mengenai program-program pembangunan, LAPOR!
juga dapat diandalkan dalam pengawasan layanan publik bekerja sama dengan

Ombudsman Republik Indonesia.

LAPOR! dapat digunakan secara internal oleh instansi-instansi pemerintah
termasuk oleh pemerintah daerah sebagai sistem pengelolaan aspirasi dan pengaduan
yang terpadu. Fitur-fitur LAPOR! dapat digunakan untuk mendisposisikan laporan yang
sudah diterima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk selanjutnya diawasi

tindak lanjutnya secara elektronik.

Guna meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya,
maka di dalam pengelolaannya disediakan Admin pada Dinas Komunikasi dan Informatika
dan admin Dinas, admin-admin tersebut tersebar di seluruh instansi pemerintah hingga ke
setiap kantor kecamatan. LAPOR! ini bisa menggunakan tiga kanal utama yang mudah

diakses masyarakat melalui situs website www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 dengan

format : isi aduan, dari semua operator telepon seluler serta aplikasi mobile melalui

smartphone.

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi, LAPOR! diharapkan
dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan kapanpun dan dimanapun
tanpa harus melewati proses birokrasi yang rumit, dengan begitu pelayanan publik dapat

ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengaduan aspirasi.

WaliKota Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan
Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Kota Bogor Nomor 555/Kep.909-Diskominfo/2021 dan
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan Publik
(SPAN Lapor) berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/kep.289-
Diskominfo/2023.


http://www.lapor.go.id/

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BROTA BOGOR

B. Pelayanan Informasi

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bogor, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan
sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkup
Perangkat Daerah di Kota Bogor. Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan
Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur
standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan
Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.



Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Tahun mengadakan Evaluasi dan
monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta digitasliasasi dalam
pembangunan. Kota Bogor pada Tahun 2021 mendapat predikat Kategori Cukup
Informatif, Tahun 2022 mendapat predikat kategori Cukup Informatif, dan pada Tahun 2023
mendapat Predikat Kategori Menuju Informatif. Hal ini berdasarkan penilaian yang
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, diadakan setiap tahunnya dengan
mengisi kuesioner yang disediakan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Kategori
Menuju Informatif ini dengan diraihnya point 89,90, Kategori Cukup Informatif ini juga
sesuai target pada Reinstra 2019-2024 di Kota Bogor.

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah bagi
pengelola PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik dalam
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparant dan bertanggung jawab. Dalam
pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas
PPID ini masih ada Perangkat Daerah yang belum memenuhi dan paham akan adanya
Undang-undang Keterbukaan informasi Publik ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring

dan evaluasi pada Tahun 2023 ada beberapa kategori informatif diantaranya :

1. Informatif

2. Menuju Informatif
3. Cukup Informatif
4

. Tidak Informatif

Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam
pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurut Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;

2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara
cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan
Informasi.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan
apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

a) menghambat proses penegakan hukum;

b) mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan
dari persaingan usaha tidak sehat;

c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi
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kerahasiaannya;

e) merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f)  merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;

g) mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h) Mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan

i) mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). (3) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan
minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga
sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Pelayanan Informasi.

. Publikasi Informasi

Dalam pelaksanaannya sepanjang Tahun 2023 bahwa sosialisasi SP4N Lapor
telah dilaksanakan setiap bulannya, baik melalui platform maupun media sosial atau pada
Iklan Layanan Masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor, hal ini
dilakukan agar masyarakat melaporkan segala keluhan dan ketidaksesuaian pada
pelayanan publik melalui aplikasi SP4AN LAPOR tersebut serta melakukan himbauan
kepada kepada perangkat daerah terkait laporan yang masuk ke lingkup organisasinya

untuk menindaklanjuti setiap laporan dengan tepat waktu, sesuai, dan benar.

Respon Pengaduan yang Lama karena masyarakat banyak mengeluhkan terkait
laporan yang terbengkalai atau direspon lebih dari waktu yang ditentukan, kurangnya
informasi dan administrator yang tidak memerhatikan laporan yang masuk setiap harinya
serta kurangnya respon dari instansi terkait menyebabkan laporan lambat untuk di jawab
dan ditindaklanjuti perlu mendapatkan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat perihal
proses bisnis pada SP4N Lapor.

Dalam hal melapor, masyarakat perlu adanya sosialisasi tentang tata cara
penggunaan SP4N LAPOR yang baik dan benar. Masyarakat harus bisa membedakan
mana laporan, mana kritik atau masukan. Melaksanakan sosialisasi ke lingkup masyarakat
terkecil sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.
Memberikan himbauan kepada perangakat daerah terkait laporan yang masuk ke lingkup

organisasinya untu menindaklanjuti setiap laporan dengan tepat waktu, sesuai, dan benar.

Masyarakat membutuhkan bukti nyata dari pemerintah terkait laporan dan keluhan
mereka. Namun jika laporan tersebut membutuhkan biaya yang besar dan perlu dikaji lebih
lanjut maka laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan di tahun anggaran berikutnya

untuk ditindak lanjuti.
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D. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dalam rangka mendukung percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah
diharapkan mampu melaksanakan 8 (delapan) area perubahan yang telah ditetapkan.

Delapan area perubahan tersebut antara lain:

1) Pola Pikir dan Budaya Kerja,
2) Perundang-undangan

3) Pentaaan Organisasi

4) Penguatan Tata Laksana

5) Manajemen SDM Aparatur
6) Pengawasan,

7) Akuntabilitas

8) Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan Pelayanan Publik yang merupakan salah satu dari 8 area
perubahan tersebut, dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa
negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem
pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang
publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh
Pemerintah sampai saat ini masih banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi
kualitas yang diharapkan masyarakat atau pengguna layanan. Hal ini ditandai dengan
masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa (baik
media cetak maupun media elektronik), melalui media internet, meda sosial dan
sebagainya sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi Penyelenggara

Pelayanan.

Mengingat fungsi Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan, maka sudah
menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayan
yang diselenggarakan. Pada dasarnya, kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
merupakan persepsi masyarakat atas jasa/pelayanan publik yang telah memenuhi
harapannya. Karena itu, masyarakat dikatakan tidak puas apabila masyarakat mempunyai
persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi. Sebaliknya, masyarakat dikatakan puas bila

persepsinya sama atau lebih dari yang diharapkan.

Menyadari pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah perlu mempunyai kebiasaan
untuk mendengarkan suara masyarakat. Salah satu bentuk konkrit pemuasan masyarakat
atas pelayanan publik adalah dengan melakukan pengukuran kepuasanmelalui Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM).
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E. Digitalisasi

Digitalisasi mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga
tenaga manusia dan waktu yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dibawah ini adalah beberapa aplikasi
yang dapat membantu masyarakat dalam keterbukaan informasi berkomunikasi, meminta

layanan Permohonan Informasi Publik untuk mengawasi jalannya Kinerja Pemerintah Kota

Bogor.
Daftar Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik
No. | Nama Aplikasi | Perangkat Sub Domain Fungsi Aplikasi
Daerah

1. | Web BKPSDM | BKPSDM bkpsdm.kotabogor.go.id Informasi BKPSDM  Kota
Bogor

2. | Web Resmi | BKAD bpkad.kotabogor.go.id Profi ~Badan Pengelolaa

BKAD Keuangan dan
Aset Daerah
3. | SIM  Mitigasi | BPBD mitigasibencana.bpbd.kota | Informasi Mitigasi Bencana
Bencana bogor.go.id
4. | Web Resmi | Bapenda bapenda.kotabogor.go.id Sebagai media informasi
Bapenda kepada
masyarakat
5. E-SPPT PBB Bapenda layanan- Sebagai media informasi sppt
bapenda.kotabogor.go.id/e | pbb kepada
-sppt masyarakat

6. | SIMPATIK BAPPEDA simpatik.kotabogor.go.id Sistem informasi data statistik
kota Bogor

7. | Web BAPPEDA bappeda.kotabogor.go.id Informasi BAPPEDA (Berita

BAPPEDA artikel
agenda produk, download,
gallery)

8. | SIP3R BAPPEDA simtaru.kotabogor.go.id Sistem Informasi
Perencanaan Pemanfaatan
dan Pengendalian Ruang

9. | SIKANCIL DISDUKCAPIL https://disdukcapil.kotabog | Aplikasi Layanan

BERLARI or.go.id/sikancil-berlari/ Kependudukan
DISDUKCAPIL
10. | PBI Kota | DINAS https://pbi.kotabogor.go.id | Pengecekan, Penyusulan,
Bogor KESEHATAN Mutasi
kepesertaan JKN
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11. | ESIR DINAS esirbogorsehat.kotabogor. | Tanggap Darurat Kesehatan
KESEHATAN go.id (rujukan)
12. | Website Dinas | DINAS https://dinkes.kotabogor.g | Publikasi
Kesehatan KESEHATAN 0.id/
13. | Website Resmi | DKUKMDAGIN | kumkm.kotabogor.go.id Informasi Dinas KUMKM
Dinas
KUMKMDAGI
N
14. | SIM SAHABAT | Bagian sahabat.kotabogor.go.id Permohonan  hibah  dan
Kesejahteraan bantuan masyarakat dan
Rakyat  Setda pemberian bantuannya
Kota Bogor
15. | SIBADRA DISKOMINFO sibadra.kotabogor.go.id Sistem Informasi Berbagi
Aduan dan
Saran
16 | PPID DISKOMINFO ppid.kotabogor.go.id Aplikasi pengelolaan

informasi publik yang berisi
data resmi kota Bogor

14



BAB Il
DATA DAN INFORMASI PUBLIK

A. Data Rekapitulasi
1. Data SP4N Lapor!
1.1. Persentase Perbandingan Pertahun Jumlah Pengaduan Masyarakat SP4N

Lapor!
No TAHUN DITINDAKLANJUTI PERSENTASE
1 2020 TERSELESAIKAN 91,6%
2 2021 TERSELESAIKAN 92,2%
3 2022 TERSELESAIKAN 92,7%
4 2023 TERSELESAIKAN 96,2%

Dapat dilihat tabel diatas bahwa persentase aduan dari tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan, ini dikarenakan rencana aksi yang dijalankan di Pemerintah kota Bogor
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa aduan, saran, laporan, dan
masukan yang masuk ditindaklanjuti secara cepat oleh perangkat daerah di

lingkungan Kota Bogor.

1.2. Jumlah Pengaduan Pada Pengelolaan SP4N Lapor!

No Uraian Jumlah |Persenta
se
1. Jumlah pengaduan yang diterima 1.017 100%
2. Jumlah pengaduan yang diselesaikan 979 96,2%
3. Jumlah penggduan tidak dapat 30 37%
diselesaikan

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang baik harus dapat memenuhi setidaknya
empat nilai, yaitu mudah diakses, transparan, responsif, dan imparsial. Ketika
keempat nilai ini dapat terpenuhi, organisasi tidak hanya akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan pengaduan yang mereka miliki,
tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau komplain yang tidak
perlu (secara internal dan/atau eksternal) serta sumber daya yang dimiliki juga dapat

digunakan secara proporsional.

1.3. Data Rekapitulasi SP4N Lapor
Dibawah ini data Rekapitulasi dari aduan warga yang masuk sepanjang Tahun

2023 adalah sebagai berikut:

Ketertiban Umum 43
Lainnya terkait Perhubungan 29
Layanan Air Minum 27
Topik Lainnya 20
Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat 16
Bantuan Sosial 10




Pencemaran Lingkungan

SP4N-LAPOR!

Drainase (Gorong-Gorong/Parit)

Lainnya terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penerangan Jalan

Lainnya terkait Pendidikan dan Kebudayaan

Infrastruktur Jalan

Jalan Berlubang

Pendidikan Dasar dan Menengah

Gangguan Layanan Penyaluran Air

Lainnya terkait Hak Pekerja

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Infrastruktur Pendukung

Hak Pekerja

Lainnya terkait Agama

Perjudian online

Lainnya terkait Kesehatan

Longsor

Pelayanan Kesehatan

Pungutan Liar

Penyalahgunaan Wewenang

Cuti

Trotoar

Lainnya terkait Infrastruktur Pendukung

Aspirasi

Retribusi Pajak

Transportasi Darat

Lainnya terkait Infrastruktur Jalan

Keresahan Masyarakat

Perlindungan Konsumen

Lainnya terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Administrasi Siswa

Informasi Terkait Aplikasi Pemerintah

Lainnya

Biaya Sekolah

Lainnya terkait Kepegawaian

Penyediaan Fasilitas Ibadah

Penerimaan Siswa Baru

Administrasi Kependudukan

Intrade/ Perizinanan Perdagangan

Kebudayaan

Bansos K/L

Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusif

Permasyarakatan

Pertanahan

Permukiman

Gaji Pekerja

KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Keramahan Petugas Kesehatan

Pindah Domisili

Bansos Digital 2021

Lainnya terkait Ekonomi dan Keuangan

Batas Wilayah Kab/Kota/Provinsi

PKH Program Keluarga Harapan

Kepolisian

Lainnya terkait Sosial dan Kesejahteraan

RPRR R R R R R R R R R R R R IR R R R R R R R R R R RN NN RN RN R NN W] w|w|w|w|w|w|w| w|wl s S slo]olN|jololol5
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Lainnya terkait Administrasi Kewilayahan
Penanggulangan Bencana

Alur pelayanan tidak jelas

Banjir

Pajak

Penebangan Liar (llegal Logging)

Laiinya terkait Layanan Online/Aplikasi Pemerintah
Lainnya terkait Layanan Air Minum

Layanan Kelistrikan

Listrik

()
i L Ll L Ll el Ll

1.4. Monitoring Evaluasi SP4N Lapaor oleh Ombudsman

. SIBADRA

Ada beberapa jenis Klasifikasi pengaduan yang dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika kota Bogor, terdiri dari :

2.1. Pengaduan Informatif

yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan
selengkap-lengkapnya kepada tim verifikator Secara teknis pengaduan informatif
merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan yang diberikan, misalnya
pengaduan tentang Ketertiban Umum, Sarana Publik, Kemacetan, Pedagang Kaki

Lima, Penerangan Jalan, Jalan berlubang, Trotoar, Pohon Tumbang dll.
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2.3.Laporan Sibadra Januari — Desember 2023

Dibawah ini adalah Persentase Perangkat Daerah yang selama Tahun 2023

menindaklanjuti pengaduan masyarakat, baik dalam proses, selesai dan selesai

bersyarat yaitu sebesar 83,4% Dimana perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah Selesai Bersyarat + Dalam Proses + Selesai x 100%

Total Aduan

75 + 343 + 833 x 100% = 83,4%

1500 aduan

Dari total 1500 aduan dari Januari 2023 s/d Desember 2023 didapat laporan

aduan yang terverifikasi sebanyak 160 laporan, laporan yang tidak valid sebanyak

89 laporan, laporan sedang dalam proses sebanyak 343 laporan, laporan selesai

sebanyak 833 laporan dan laporan selesai bersyarat sebanyak 75 laporan.

Dibawabh ini rincian rekapan pengaduan masyarakat dapat digambarkan sebagai
berikut :
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DATA REKAPITULASI ADUAN WARGA MELALUI APLIKAS! SIBADRA

TOTAL 1500 LAPORAN

01/01/2023 S/d 31/12/2023

DALAM PROSES

343 LAPORAN VERIFIKASI

160 LAPORAN @

Laoran jeiah dspossl
sanmun Db
aninderianiut cieh OFD

Laporan dalae prosss
penarganan/dindalianue

TIDAK VALID
89 LAPORAN

SELESAI BERSYARAT
75 LAPORAN

teian diangani/
139)45 TaTA

Lanoren telsh seites) vases
FEmngandn/anridekianas

Data Rekapitulasi aduan yang dalam verifikasi dan ditindaklanjuti adalah sebagai
berikut :

DATA REKAPITULASI ADUAN WARGA MELALUI APLIKASI SIBADRA P

PERLU DITINDAKLANJUTI
STATUS VERIFIKASI 20
1860 LAPORAN 2;
5 4
20
15 =
- 10
3 :-'—‘VL—-—&-—-—.—.—L‘,.‘,._J‘I.,I_LLL‘..I.LLI_I, s
Hieaigagiiaazpigsagngasaatas
SHERiItiEIRL iRl forade e
3 E 5@ zZEed "STscTsBai 343
i oz oz G8% 2 gp gdgs B 3
S 3 g B g afg¥ = ¢
01/01/2023 S/d
31212023
Data Rekapitulasi aduan yang dalam proses adalah sebagai berikut:
DATA REKAPITULAS| ADUAN WARGA MELALUI APLIKASI SIBADRA J
DAIAM PROSES
343 LAPORAN 100
50
80
- 70
A0
50 4
a0
30 1
20
10
) e el R T e
FEES TP e I F O F T
01/01/2023 Sfd Jusislsty Yeng Pecly dlvelesatkan
3111212023
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Data Rekapitulasi aduan yang dalam status selesai dan selesai bersyarat adalah
sebagai berikut:

DATA REKAPITULASI ADUAN WARGA MELALU| APLIKAS] SIBADRA P |

150
STATUS SELESAI sk
833 LAPORAN seb
100
20
el ; .lJLLLIJJ_l.
Y A P N A T g
Rl EERE agiiiiiipEtili
s §5u505§ s Has g TS
= 4 & R I 32 x
i A il S 7 &
o

Lk Yo Joieaad skl didienh

01/01/2023 S/d
31/12/2023

DATA REKAPITULASI ADUAN WARCA MELALUI APLIKASI SIBADRA _ P

STATUS SELESAI BERSYARAT 35
75 LAPORAN 30
25
T " ~ 20 -
15
10 A
3 |
P e T R | ,
L ;?"e" &‘*ﬁ‘ & cp“"‘b & "

Lumiah ¥ang Selasal ditindakiagjti -
« o | LaPORAN
= DINAS YENDIDIGEN 1 APCREN

« INSPEATORAT CacAAH 1L8P0RAN

* SaTROLFF 1 LaFOReN

» OPremTSD 1apumas

01/01/2023 S/d - ouo 1 paRan
D 2 O e e L . CAILTENTER lapoRaN
31/12/2023 e z woRas
SR O s = GEhue ERRTRP RN

. Poam b LaRoRaN

» DISPERUNKIM J2LADORAN
ourn F1LAPORAA

Jumlah Perangkat Daerah yang terbanyak menerima pengaduan masyarakat
adalah:
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JUMLAH PENGADUAN PUBLIK 1 JANUARI — 31 DESEMBER 2023 A

| chegen _ ostem eRsl Demn St
Cal cantyi sa 31 an a 2 a1
Dras Kamurias doe o
iy rmeeiis
Dinas e ubafgan s 26 2318 ] s 322
Baan PetAngEAAngar o 3 1o o =
=Ead vaeeh
THNAE SGadaar L i e i e 5 %
don PRAATIN FUINE
TN Cngegan Hidug 1 2 = n 1 "
Dinas Fendesan < 1 | a 1 v
Diassy Ke[fndut‘- Feun e 0 : 0 °
FRncataTan Sl
N3z renazs Kars can -
Trassmizs
Deraz Perumarzn dz= 0 = a 27
Perre usimys
Inzpokasryt Daersh 1 = 1 3
Qisas zachatan o 1 = 0 20
S:can Ferdapatzn Daenh 1 o i 0 4
ssun 3 1 ' u )
Vs Permeds dan % : ) > A
Cishrsgs ! |
Sansze Polu Pamong Pryx 26 RS 5 1 157
Dinaz Feranaman Moosl
dan Peyanss Tempady 2 0 | g Pl 5

Sty Mooy

JUMLAH PENGADUAN PUBLIK 1 JANUARI- 31 DESEMBER 2023
sy N e S << v s |S

Drins Pembarclaysan
Mt farempace dan [ o 1 e ¢
fentindungen Asak
[EES RN =T T
Pergembangen Sumber o 1 < ] ¢
Cmpm Merruss
pitas smla ! Bl ! o 38 | o o
Kot
Bec s Kesytuer Tanzes dan % A ¢ " e
Peink
e e
DnasKetedares Pargan can g 2 2 ¢ 0
mrarin
B vgmngan cen Aset 1 2 g
D38 | ] i
Sakratariz C3@ian 8 ) 1 e o
£33 Perancancan
1 o o (<
Pembargunen Desrah
Owra: Penndusteian can a 1 [ o
Paidagegars
Ferusataan Tasvch Air & 3t ¢ 2
ol (Foan|
Bank ¥oke Dogoe 0 0 0 o ¥
5 Pasar 1 i Q [ L
SIS Kasciamr Mot Bogor o 1 ¢ ¢ L
ARYOTAZOGOR | = | ) g o [ £
__GilCower ! 53 0 a o <] &
TELESM 00GCR 1 0 J o <) L
CAANAR n ) ] o

, &

2.4.Laporan Call Center 112

Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang dikelola oleh PT Jasnita adalah
bagian dari panggilan kegawat daruratan dimana masyarakat dapat mengakses
nomor tersebut untuk yang bersifat darurat, sebagai contoh Kebakaran,
Kecelakaan, Kriminalitas, dan lain sebagainya. Laporan aduan via nomor
kegawatdaruratan ini terkadang tidak sepenuhnya panggilan kegawatdaruratan
tetapi ada juga panggilan hoaks atau prank call. Dibawah ini adalah laporan total
call centre 112 dan laporan bulanan selama tahun 2023 seperti dibawah ini :

e Real Call = 109 panggilan
e Prank Call = 18.452 panggilan
e Ghost call = 13.482 panggilan
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2.5. Rencana Aksi

Rencana aksi untuk pengelolaan pengaduan dalam Sistem Pengelolaan

Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN LAPORY!) bisa

meliputi langkah-langkah berikut :

1.

Analisis Sistem yang Ada: Melakukan audit terhadap sistem pengaduan yang
sudah ada, bagaimana sistem tersebut bekerja, bagaimana pengaduan
ditangani, dan identifikasi sistem tersebut mungkin memerlukan perbaikan.

Penyediaan Akses dan Edukasi: memastikan akses yang mudah bagi
masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara daring. Edukasikan
masyarakat tentang cara menggunakan sistem dengan tepat agar pengaduan

mereka dapat diproses dengan lebih efisien.

Penyempurnaan Platform: Mencoba memberikan saran untuk dapat
memperbarui platform agar lebih ramah pengguna, transparan, dan responsif.
Dan memastikan sistem memiliki fitur-fitur untuk melacak status pengaduan,
memberikan notifikasi kepada pengguna, dan memungkinkan mereka untuk

memberikan umpan balik.

Pelatihan dan Peningkatan SDM: melatih petugas layanan publik yang akan
menangani pengaduan untuk memberikan respons yang efisien dan terukur.
Mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan komunikasi yang baik dan
pemahaman yang mendalam tentang berbagai masalah yang mungkin

dihadapi oleh masyarakat.

Pengelolaan Data: memastikan sistem memiliki kemampuan untuk mengelola
data pengaduan secara efektif. Data ini dapat memberikan wawasan yang
berharga tentang tren, masalah yang sering muncul, dan kinerja sistem secara

keseluruhan.

Transparansi dan Umpan Balik: Memberikan transparansi dalam proses
penanganan pengaduan, yaitu memberikan pengguna informasi tentang
bagaimana pengaduan mereka ditangani dan memberikan kesempatan bagi
mereka untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman menggunakan

platform tersebut.

Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi berkala terhadap
system serta meninjau kembali kinerja, tanggapan, dan kebutuhan pengguna

untuk terus meningkatkan sistem pengaduan.

Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait,
termasuk lembaga pemerintah terkait, organisasi masyarakat sipil, dan sektor
swasta, dapat memperkuat sistem pengaduan dan meningkatkan

efektivitasnya.

Rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, responsivitas,
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dan efisiensi sistem pengaduan, yang pada gilirannya akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat pada layanan publik dan proses pemerintahan.
Rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam

pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 - 2024

No Uraian Target Realisasi | Keterangan

1 | Sosialisasi SP4N 35 OPD 35 OPD tercapai
Lapor

2 | Publikasi SP4N lapor
Medsos, ILM, 35 OPD 35 OPD tercapai
Leaflet/Banner

3 | Bimtek SP4N Lapor 35 OPD 35 OPD tercapai
bagi Verifikator

4 | Jumlah aduan SP4N | 500 aduan | 1017 aduan tercapai
Lapor

5 | Survey Kepuasan 1 tahun 1 tahun tercapai

sekali sekali

6 | Laporan 1 laporan 1 laporan tercapai
Pengelolaan SP4N
Lapor

7 | Pertemuan Rutin 1 kegiatan 2 kegiatan tercapai
bulanan/ Monev
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2.6. Kunjungan Kerja Perihal Studi Banding Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat, Publik Hearing

MENERIMA KUNJUNGAN DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK KABUPATEN SERANG

TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI
PENGADUAN MASYARAKAT DAN
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA
KOTA BOGOR

\ DAR PEI.AYANAN PUBUK
mwmr NSTRUMEN FERTANIAN
TAHLRG 2023
y .l-i.tns....."“,,
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3. Data dan Pelayanan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang
terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin
terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara

tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk
meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan
keterbukaan Informasi Publik.

Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor yang dilaksanakan
oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya diharapkan dapat
meningkatkan presentase di Kategori Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif. Oleh
karenanya diawali dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan beberapa proses
tahapan untuk tersedianya laporan Keterbukaan Informasi Publik dan akan diserahkan
ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Bulan Maret diantaranya sebagai
berikut:

1. Tahap Perencanaan

2. Tahap Penyusunan

3. Tahap Penyelesaian

Dibawah ini adalah Tahapan dalam perencanaan Peningkatan Kapasitas PPID Tahun
2023 sebagai berikut :
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3.1. Tahap Perencanaan

Pada Tahap ini dibentuk tim PPID yang akan melaksanakan monitoring, sosialisasi
dan evaluasi PPID dengan berdasar kepada Undang-undang No 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan menerbitkan Surat Perintah

dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

a) Rencana Aksi Sosialisasi Ke Perangkat Daerah

Kegiatan Waktu Jumlah
Pelaksanaan Hari Kerja
Persiapan Januari 2023 6 bulan
Pengumpulan Data Daftar Maret 2023 2 bulan
Informasi publik
Monitoring dan Evaluasi April-Mei- 3 bulan
Internal Juni 2023
Kunjungan Monev PPID Mei- 2 bulan
internal juni 2023
Sosialisasi E Monev Propinsi Juli- 2 bulan
Agustus 2023
Pelaksanaan E Monev PPID Juli- 5 bulan
Desember 2023
Self assesment KIP Desember 2023 1 bulan

b) Persiapan Pelaksanaaan Monitoring dan evaluasi PPID

— i g
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c) Pembuatan surat permohonan database

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

SEKRETARIAT DAERAH
Ji Ir.Juanda, No. 10, Bogor Tengah. Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Situs web : httpsfketabogor.go.dd Emall © setda@katabogor.go.id

Bogor, 24 Maret 2023

Nomor - TOO0M433-lida Kepada

Sifat - Biasa Yth. Terlampir
Lampiran 1 di Bogor
Hal : Permohonan Bantuan Data

Berdasarkan Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. disebutkan bahwa keterbukaan Informasi Publik- merupakan
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terdapat penyelenggaraan
Megara dan Badan Publk [ainnya dan segala sesuaiu yang berakibat pada
kepentingan publik. Dalam rangka mewujudkan penyediaan ketersediaan akses
satu data dan juga menjalankan fungsi pelayanan pengelofaan pelayanan publik
seria dilaksanakannya monitoring dan evaluas! oleh Komist Informasi Propinsi
Jawa Barat setiap tahunnya, maka kami menyampaikan permobonan kepada
Bapak/lbu agar dapat melengkapl hal sebagal berikut:

*  Permohonan Pengisian Form Keterbukan Informasi Publik sebagai
Transparansi Datadaporan selama Tahun 2022 yang telah teraudit pada
Perangkat Daerah di Portal Data’ yang dapat di akses metalui
limk: .[igal

s Permmohonan Pengigian Form Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di
setlap Perangkat Daerah, baik informasi berkala, setiap saal, seria
merta. ataupun dikecualikan, dapat diakses melalul
link:

o JE

Berkenaan dengan hal wersebut diatas, pengisian dilakukan paling lambat
tanggal 5 Mel 2023, untuk pertanyaan pengisian form Daftar Informasl Publik
dapat menghubungi sdr. syukri (0896-6553-3325).

Demikian surat permohonan inl kami sampalkan, atas perbatian dan
kerlasamanya kami ucapkan terimakasih.

-+ Wl Ditandatanganl secars slakdronik ceh
s L] SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR.

Pembina Utama Madya

Tembusan ©
1. Bapak Wakil Wak Kota Bogor
2. Sekretasis Dasrah Kota Bogor

Dokumen i ek diandsangen seown slelbdronik menggurakan serifikat elekironik yang déerbkan BESE. Unluk miemastian
heasiaeeya, siabkan scan DRCode dan pastion diacahian ke alamat hiips iind kofsboooego id
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d) Rencana Kunjungan Pembinaan PPID Utama ke Perangkat Daerah

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS KOMUNIKAS]I DAN INFORMATIKA
Jic Ir. duanda, Ne. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 18121
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 83268530
Situe web : hitpsfkominfo kotabogor.ge.id Email : koeminfo@kotaboger.go.id

MNomor
Sifat
Lampiran
Hal

Bogaor, 05 Mei 2023

- 4BO/307-IKP Kepada
- Biasa Y¥th. Terlarmpir
: 1 berkas di Bogor
: Permohonan Kunjungan Money

PPID 2023

Sehubungan dengan amanat Undang Undang Momor 14 Tahun 2008
lentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka mewujudkan
penyediaan kelersediaan akses data bagl Masyarakat serta menjalankan fungsi
Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka dengan ini kami akan
melakukan Monltoring dan Evaluasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasl) pada Perangkat Dasrah di Lingkungan Pemernintah Kota Bogor.
Keglatan dimaksud akan dilaksanakan pada akhir bulan Mel 2023 {Jadwal
tetdamypir).

Sehubungan dengan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapakflbu
urituk menerima tim pelaksana kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut terkait
pelaksanaan kegiatan dapat menghubungl Ria Setiawatl HP. 0821884538587
(WA

Demikian surat ind kami sampaikan, Atlas perkenan dan perhatian
Bapak/lbu, kami ucapkan terirma kasih,

LS Ditandatangant secara elekironik oeh ;
L] KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

Fembina Ltama s

Teumbarsan ©
1. Bapak Wali Kota Bogar
2.-Bakrelais Dasrah Kola Bogor

Desummen ok lekah Sandaengan secn Hekirorik merggarakan serfiiat teklionik yang decrbikan B5E. Uniuk memastian
sashiceswya, siankan cean DRCods dan pectian dustahian ke sfamal hitpsiind oksogior 4o i
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e) Rapat Sosialisasi E-Monev PPID

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JiIr. Juanda, MNo. 10, Bogor Tengah. Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Sius web © hittps:fkominfo kotabogor goid Email @ kominfof@kotatogor go.id

MNomor
Sifat
Lampiran
Hal

Bogor, 31 Juli 2023

: BESIS08-IKP Kepada
! Biaga Yth. Sekretaris Dasrah Kota Bogor
1 {satu) di Bogor

: Hasil Rapat Sosialisasi E-Monev
pada Badan Publik di Jawa Barat
Tahun 2023

Berdasarkan surat Momor 221/KI-JBRIASEISBAIFZ023, tanggal 14 Juli
2023 Perihal Undangan Kegiatan Sosialisasi E-Monev PPID berbasis elekironik
pada Badan Publik se Jawa Baral, yang diadakan oleh Komisi Informasi Jawa
Barat, sosializasi ini dihadin oleh Dinas Komunikas! dan Informatika Kota Bogor
sebagai PPID Utama pada tanggal 25 Jull 2023. Sehubungan dengan kegiatan
sogialisasi E-monev tersebul bahwa akan dilakukan pemerngkatan Badan
Publik kabupatentkota se Jawa Barat, sezuai dengan penerapan Undang-
undang Momor 14 tahun 2008 tentang Kelerbukaan Informasl Publlk. E- Money
Int memilikl terma “Mendorong implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk
Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat®, Kegiatan Inl berkolabolasi dengan
Komigi Informasi Pusat yang dilaksanakan secara serentak se Indonesia pada
tanggal 07 Agustus 2023, untuk pelaksanaan penilalannya ada berbagal
tahapan yang harus dilalui yaitu diantaranya:

o Tahap Sostalisasi (25 Jull 2023)

Tahap Pengentrian Data (26-31 Agustus 2023)

Tahap Verifikasi Data (1 -22 Seplember 2023)

Tahap Visitasi dan Presentas) (Bulan Oktaober 2023)

Tahap Penilaian (Bukan Movember 2023)

Penganugrahan Badan Publik yang terbaik (Desember 2023)

& B 6 & B

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebelumnya pada Tahun 2021 Kota
Bogor telah mendapat Predikat Cukup Informatif dan Pada Tahun 2022 naik
satu predikat menfadi Menuju Informatif. Kami mengharapkan Organisasi
Perangkat Daerah yang ada di Pemernntah Kota Bogor untuk dapat mendukung
E-Monev dalam hal Tranparansi Data sebagal perwujudan dari Undang-Lindang
Mo 14 Tahun 2008 dan Peraturan Wal Kota Bogor Mo 70 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. Besar harapan kami agar Kota Bogor
mendapat Predikat Informatif.

Demikian surat inl kaml sampaikan. Atas Arahan dan kerfasamanya kami
ucapkan terimakasih.

Ditandatangard secara alekdronik olah
PLH.KEPALA DINAS KOMUNIKAS] DAM
INFORMATINA,

Dol e 378 evlaih ciland sfamgans secan elakdronik msnogurakan serifikat slekinond yang déertlkan BEmE Linluk memarstian
easianrya silebian scan DRCode dan paslican diarahian ke alamat s find. kolabogor.go id
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PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
JI Ik Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Situs web : hitps:/fkotabogor.go.id Email : setda@kotabogor.go.id

Bogor, 13 September 2023

Momor 1 800.12/471 1-Diskominfo Kepada

Sifat : Biasa Yth. Terdampir
Lampiran : 1 (Satu) di Bogor
Hal » Sosialisasi PPID di Pemerintah

Daerah Kota Bogor

Mengingat pentingnya perthal keterbuksan informasi publik/iPPID
sebagaimana dialur melalui UU nomor 14 Tahun 2008 bahwa Badan Publik
wajib menyediakan, memberikan dan' atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kKewenangannya kepada Pemochon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, karni
mengundang Bapakflbu untuk hadir dalam acara Sosialisasi Keterbukaan
Informasi Publik/PPID pada:

Hari 1 Kamis
Tanggal : 14 September 2023
Pukul : 13.00-Selesal

Tempat : Paseban Surawisesa
Acara : Sosialisasi PPID di Pemerintahan Kota Bogor

Demikian surat ini kami sampaikan, alas perhatian dan kehadirannya karni
ucapkan terimakasih

R Ditandalangani secara elekironik oleh :
v SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

R

DR. IR. HJ. SYARIFAH SOFIAH D., M.SI.

- Pembina Utama Madys

Diakisnen i telah diandatangan] secaa eleitionk mengguinakan senifil sl=kinonk yang diterbikan BSrE. Unluk memastikan
keasEanrya, sdahkan scon QRCede dan pastikan darahkan ke afamal Bips ind katsbogoe go.id
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f) Rapat Sosialisasi E-Monev PPID

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
J InJuanda, Ne. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Darat 16121
Telp, (0251) 8334943, Faksimile -
Situs web _ https/kominfo kotabogor.go.id Emaill : kominfo@kotabogor.go.id

Bogor, 06 Desember 2023

Namaor * 500 12 8 5/883-1KP Kepada
Sifat Biasa Yth Terlampir
Lampiran = - al Bogor
Hail ¢ Salf Assasment Ketatbukaan

Informaci Pubiik Pada Perangkat

Daerah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan komitmen Pemerinlah Kota Bogor dalam
mewujudkan pelayanan publik yang trancparan dan akuntabel, kami
mengundang seluruh perangkst daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
untuk berpartisipasi datam tiga kegiatan di bawah inl .

1. Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik:
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, kami mengundang Bapak/lbu untuk
mengssl kuesioner self assessment terkail keterbukaan informasi publik.
Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi
undang-undang tersebut telah dijalankan dan untuk merumuskan
langkah-langkah peroaikan 'yang dipenukan.

7 Asssssmant Pengaduan Masyarakat malalul SPAN LAPOR:
Kami jugs mengundang Bapak/ibu uniuk berpanisipast datam penisian
terkait penggunaan SP4AN LAPOR! dalam menanggapi pengaduan
masyarakat Evaluasi int akan menpdl landasan untuk memngkatkan
efisiens! gan kualitas respons @rnadap pengaduan masyarakat

3. Molongkapl leian Daftar informael Publik:
Selain itu, mohon untuk mengist daftar informasi publik yang telah
dicantumkan. Daftar int mencakup Infermasi-informast yang wajib
dipublikasikan sesuai ketentuan undang-undang.

Petunjuk Pengisian:

1. Silakan mengisi kuesioner asif asseasment melalul tautan berikut .
o Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik
- hips orns. gle/ny RhekAIIwivaB4.16
o Sell Assessment SPaN LAPOR!
hitps fonms gleCoiauaYanPHzauAT
o isian Daftar Informast PUbliX © hitas Minyurl com)
2. Isilan kuesioner tersebut dengan jujur dan seobjekif mungkin
berdasarkan kondisi aktual di perangkat daerah Bapak/ibu.
3. Kuesioner diisi paling lambat tanggal 05 Januari 2024
4 Hagil dan kadua panitaian Inl akan menjad) Bahan evatuagl unmk
pecbaikan dan peningkatan kualitac pelayanan publik.

Dengan partisipasi Bapak/lbu, diharapkan tercipta lingkungan

oy isian WX SO K mengourakon serifilal clekirond: yang deerbtkan BSE. Untuk memastikan
&uum,a eiakian aran O ads Avn p.un.-.n Alsrabican s sbamal e ng basahasor ns id

pemerinianan yang lebih responsit, ransparan, dan mampuy  memenuhi
kebutuhan masyarakar dengan ebih baik

Demikian surat edaran ini disampalkan uniuk menjadi pernatan dan
diimpiementasikan dengan sebaik-baiknya. Alas perhatian dan kerfasama yang
balk, Kamil ucapkan lerima Kasih,

Homat kami,
EEREERE Ditanastangani secara elekironik oien
feroad KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BOGOR,
Pambing Utansa Mucs
Tembusan &
Sekrutarn Tovarab Kota SBogoc
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g) Surat Perintah Monitoring, Evaluasi, Sosialisasi PPID

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA
JU I Juanda, No. 10, Bogor Tengah. Kota Bogor, Jawas Barat 16121
Talp, (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Situs wob  hitps /Rominlo kotabogor okt Emall - keminfogikotaboger. go .

h) Struktur Organisasi

SURAT PERINTAM
NOMOR 800/Sprint J064KP
Dasar Sosalisasl, Monitoning dan Evaluam PPID Tahun 2023 ke Porangkat
Daatah di ingkungan Pemerintan Kota Bogor
MEMERINTAMKAN :
Kopada Tedampls
Untuk \. Bidang Informasl dan Komunikasi Pubik adalay sebagal

Pejabal Pangeloia informas! can Dokumentasi ¥ola Bogor
yang akan melakasanakan Sosialisasi, Monltorng dan
Evaluasi ke Perangkat Daerah diingungan Pomaerintah Kota
Bogor yang akan diaksanakan pada tanggal 22 Mel 2023 wid
solosal (Jadwal terlampir)

2. Molaksanakon tugas dengan penuh tanggung jawab seria

melaporkan hasil kegiatan kopoada Kopala Dinas Komunikas
dan Informata Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 05 Mei 2023

M Ofandatangars secata slortook clen
KEPALA DINAS KOMUNIKAS) DAN
INFORMATIKA,

Partena Uama Ahaie

Susunan Organisasi PPID

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMAS| DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Wallkota Bogor

Tim Partimbangan
Peloyanan Fublik

Sekretaris Daerah

A
1
2

[t

Ketus | Seketans Daerah

ngacta
Inspektur
Keoala Bagian Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan
Kepals Bagian Hukum
Kespala Dinas Arsip clan
Perpustakaan
Keoals Dinas Komurikasi
dan Infermat ka

h.

SKPD
Atasan PPID

PRID

Paiabat Fungsional/
Pegabat Informasi
Pengelolaan
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‘Nama Perangkat Daerah

‘Nama
‘86 r2eponses

Rika Puspitasar Ayu. SE. MM
IRVAN VERDIANS H.SP3

Agustin Girt Andin, SH

107212232000022002
TETIN4247 502032003




FENBELCLEIMTA PEMIERNA AN M AAMGAT I IELEMBIS N
‘Pihak manakah yang sering mengajukan permohonan infarmast pada Perangkal

Dasrah saudars
—

erima pada Peranghat Daetah 0 copy
Lisan maupun Tertulis




Wigialul apa permohonan informesi yang paling banyak didjukan di Peranglat Daerah |01 Cepy
Seudara

54 ieponges

A4 TR 5%
43 {T8.5%}

Catarg Lanptund
Media Sosial
Wbt elennai

Sl STelp

Aplkast Pangacuan
Wihateapp

wa

Wa e=nire:

Wit Santra
witnalsapp

16 (25.85%

Jenis ahyang paling banyak dimiinta cleh Pemohon Informasi {Q Copy

5B Eepaiees

Dikeeuaikan _ i (o0 73]

Tudak ada I 1i1ass)
0

Berapa |umlah masing-masing |ents permohonan informasi yang masuk pada Q Copy
Perangkat Daerah saudara, baik berkaia, setiap saat, serta merta maupun
dikecualikan

56 recponses

23.5%)

B »'.B‘_'ll%?’? F.8%] R) REEE] SRS @ EITRE RE BAR- ]

4 15 49

Berkals 265 sedia Serla Meda 2113
1sens < 20 200 Berkalaz= 265 se d

Tindak Lanjut terhadap Permohanan Informasi baik yang datang langsung staupunvia [0 Copy
email; medsas/aptixast dan Pemohon Infarmas) Publik kepada Perangkat Daerah

SE rmsponsas

@ Oenma
@ Datclol
® Tidak Disbari
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Sebutkan berapa jumiah permohonan yang diterima. ditolak dan tidak disikapi, beriksn |(_:J
alasannya apablla permofionannya ditelak dan tidak distkapl

s .

3it5 %) Y Isaw
'h. H213 6%) 213 6%:;
2 Tidsk a0s

«atu ARSI T BN A SV RS T R SRR S0 TR T A8 Eounti 3

) I|II| IIII|IIIIIIIlIIIIIIIIIIIIlIIlI|I‘

3 Uitenima: 24 gtslak. .
2 3 32 yaog diterma Belum adaSipar®l  Semua dBstima ca.

Apakah instansi/Perangiat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah dilengkap) L} Copy
pilih sesuai xondisi pada Perangkal Daerah saudara

5€ 1esponges

Fapan |nformash Anjurcr | ... 50 (80.3%;

Pejs Pelayanan Informas: N 15 (20 4%¢)
Form permohonan infarmas: I 02 (12 9%
Form penctakan Informas I———— O (14 3%
Form Keberatan informas| I -—7 (1255
Form FPembertshuan Tartu ks IEEG—N 13 (23 2%
Staf khusus Peigyanen infor. | 22 (57 1%)
Buku Rogister Pelayanas inf . — 2 (12 0%)
Anggaran Khusus PRID Il -2 (3.6%)
status w2 (3.6%)
Wehase melaiut FomSaecar.. |l .'7 &%
Cais @ 3
Untuk |
petugas rangkap twgas untu. W
oelum ada
Pengaduzn teribu= B
si51 ihilsus pangeloia web sce i

o
0 1a 20 30 40 50
Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di instanst, pilth yang sesual o

kondis: ci Perangikat Daerah saudara, apakah sugah tersedia

36 reaponces

stanssr Cperasonst Prosece: [ " <
siangs cearns [ : ;'
standa Bizsa Peayanae [ . ;0
SK Penunjukan Pengeloia PRID _ 18(32.1%)
Metayani sesual fusi masngm 1 (1.8%)

aluran Informas ca l 102.8%)

belum Mel 1¢1.8%)

&n
-

0 1c 20 32 40
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meo

AR

Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2023 pemah mengalami |0 Copy
‘Sidang Sengketa Informasi di Komisi infermast Jawa Barat
T —




Mediz Sosial manakah yang digunakarn Peranakal Daerah sebaaai sarana aktif untuk I_C Copy
penyebatluasan Informasi

56 responses

NSt G 0 5 (100%)

web

Aplikasi Pengaduan

IOk ]
What appll- 1 (1.8%)
Status Whatsapp dan websieli--1 {1 8%)
whasiapp, wsbatell 1(18%)
Spanduk, benner _ Informas! -1 (1 8%)
Whatzapnll-— 1 (1.8%)
10, Aplikas: Bogor Kerjall -1 (1 8%)
VWebsts dsn WhatSapl- 1 (1 8%)
Webtbsitel-—1 (1.3%)
WEE PUSKESMAS BDOCOR -1 (1.8%)
whatsappll 1 (18%)

0 20 40 50

1B <opy

Apakah Perangkat Daerah saudara memiliki admin pengelola media social(instagram,
F8, Twitter, youtube) sebutkan jumiahnya

58 sesponses

® oy
® > oy
© Tidak ada

Apakah Perangkat Daerah saudara aktif melaksanaksn Publikasi di Website. Pilib @ -0y
sesual kondisi di Perangkat Daerah

54 iesponses

Mamilis Wedaitd
Website akirf
Menampiikan data strulkiur o _ 35 (02 5%
Manampilan agends kegist _ 29 (51,85%)
Menampikan kontak penang I - (5C 5%)
Menamokan berita kegiatan 45 (80.4%)
Menampiikan kaporan knesa 22.{(393%)
Ienampikan parancansan  IEEEG_—_—— 13 (22.2%)
Memnuat koiom pergaduan  IEEEEEEEEEEEE—— 0 (57 6%)

Manampian 4anar permon 12i214%)
Meaampdkan formule permo

49 (87 5%
5181 1%)

Menampilkan aniz informasi  IEEE—— 1 7 (10 4%
prebeite memikki fink dengan. . EEG—_————— 13 (53 5%

0 20 40 a0
Apakah Instansy Perangkat Dagrah saucara bekerja sama dengan Media dalam [£} Cony

penyebariuasan informasi untuk mendukung keterbukaan informasi

564 imsponses

Media TV I 1{1.8%;)

|

10 ) ¥ &)
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Berapakah jumiah rifis/berita yang dibasilkan dengan adanya kerjasam
pelsksanaan kegiatan di instansi/perangkat daerah saudara sefam

@ 1 12¥a1 datam 1 t3hun
@ <12 k30 oslam 1 1anus
© > 12 kali G3lam 1 anun

Apabila rilis berita yang dihasilkan pada media lebin dari 12 kali, sebutkan berapa. D Copy
jumiah rilis tersebut
56 resoonses

Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan ﬁbqnm-xéghitn» Publikasi
dalam menunjang penyebariuasan informasi

Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanskan kerjassma media di bidang surat
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2. Daftar Informasi Publik Tahun 2023
a. Daftar Informasi Perangkat Daerah
https://ppid.kotabogor.go.id/index.php/docs/index/1604
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https://ppid.kotabogor.go.id/index.php/docs/index/1604

3.3. Tahap Penyelesaian Laporan

Dari hasil rekapan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka didapat pemeringkatan ketebukaan

informasi publik yaitu sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasi versi
Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kota
Bogor Tahun 2023 adalah

OPD Peringkat

Dinas Kesehatan

DPMPTSP

Disdukcapil

BKPSDM

Kecamatan Bogor Timur
DPUPR

BKAD

Disperindagkop

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas komunikasi dan
Informatika

© 00 ~NO 01l WDN B

=
o

Peringkat pada PPID Pelaksana/pembantu terbaik didapat dan diukur
dengan menggunakan system Pendukung keputusan PPID(SIPEKA-PPID).
Metode dalam sistem pendukung keputusan ini adalah untuk Penunjang
Keputusan Pemeringkatan Perangkat Daerah Tingkat Kota Bogor dalam
rangka untuk Rekomendasi Pemeringkatan Perangkat Daerah didalam
Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat, maka
harus dibuat inovasi baru guna mendukung data, sarana dan prasana pada

organisasi perangkat daerabh.

Data kriteria didapatkan dari ketentuan yang sudah ada yaituPeraturan
Komisi Informasi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Metode danTeknik Evaluasi
Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70
Tahun 2022 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor dan hasil wawancara dengan pihak yang
bersangkutan untuk penetuan kriteria, sub kriteria dan bobot diambil dari
Peraturan Komisi Informasi Nomor. 01 Tahun 2021 tentang standar layanan

informasi.



2. Permohonan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tertinggi

1. Dinas Kesehatan

DPM PTSP

DPUPR

Dinas Pendidikan

Dinas Sosial

Dinas Komunikasi dan Informatika
BKPSDM

Disdukcapil

. Bapeda

10 BKAD

11. Bapenda

© 0o N gk~ W N

Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik, permohonan pelayanan
informasi pada Perangkat Daerah dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Permohonan informasi secara langsung (tertulis dengan datang langsung
ke badan publik)

2. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi
secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan informasi
publik ini wajib dibuka oleh badan publik diantaranya :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi  yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

3. Standar Pelayanan Informasi

Meja pelayanan informasi 100 %
publik

Papan Pengumuman 10 25 35 80,64%
informasi

Sarana khusus bagi

pemohon informasi yang 25 10 35 51.61%
berkebutuhan khusus e

Standar biaya memperoleh 18 35 58,06%
informasi publik

Maklumat Pelayanan 18 35 58,06%
informasi publik
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Formulir permohonan 14 35 45,16%
informasi publik

Buku registrasi pencatatan 18 35 58,06%
permohonan informasi

publik

Tanda bukti permohonan 18 35 58,06%

informasi publik

Format pemberitahuan 9 35 29,03%
tertulis sebagai jawaban atas
permohonan informasi

Format surat keputusan 10 5 35 48,38%
PPID tentang penolakan
permohonan informasi

Formulir keberatan 12 35 38,70%
Buku Register Keberatan 18 35 58,06%
Format Tanggapan atasan 12 35 38,70%

PPID atas keberatan

Penetapan PPID tentang 18 35 58,06%
klasifikasi informasi yang

dikecualikan beserta hasil

pertimbangan tertulis yang

telah dilaporkan dan

mendapat persetujuan

pimpinan badan publik

Sistem pelayanan informasi 18 35 58,06%
dan dokumentasi yang

terintegrasi untuk mengelola

informasi publik secara baik

dan efisien sehingga diakses

dengan mudah

Membuat, dan 12 35 38,70%
menyampaikan laporan PPID
kepada PPID Utama

Standar pelayanan informasi ini adalah ukuran yang dijadikan pedoman
dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi publik.
Ukuran standar pelayanan informasi ini yang harus disediakan pada tiap-tiap
badan publik. Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada tahun 2022 yang
didapatkan hasilnya melalui rekapan standar pelayanan informasi yang
disebar melalui kuesioner bahwa kesimpulannya ada 3 perangkat daerah
yang belum memahami dan belum mengisi sepenuhnya kuesioner yang telah
dibagikan, sampai batas waktu yang ditetapkan. Hasil kuesioner ini
digunakan sebagai dasar pembuatan laporan Keterbukaan Informasi Publik
kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat dan juga sebagai evaluasi dari
PPID Utama kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
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3.4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

Ya 30 83,33 %
Tidak 6 16,66%

Tercatat 21 Perangkat Daerah yang memiliki Form Permohonan Informasi
sepanjang tahun 2022 dengan presentase sebanyak 56,85% Form Permohonan
informasi ini telah dimiliki oleh semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan
Kota Bogor, yang terdiri dari Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan
Informasi, Penolakan Permohonan Informasi, Formulir Keberatan, Register
Keberatan, Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan, Tanda Bukti Permohonan
Informasi, hanya pelaksanaan dan penggunaan formulir masih harus diadakan
bimbingan teknis dalam hal cara pengisiannya.

3.5. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi

Dipenuhi 35 100%
Ditolak 0 0
Tidak Disikapi 0 0

Permohonan informasi sebagai contoh pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bogor sepanjang tahun 2023, tercatat ada 6 permohonan informasi dengan
presentase sebanyak 100% yang diajukan oleh masyarakat.

3.6. Petugas Administrasi

Ya 35 100 %
Tidak - -

Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana diwajibkan memiliki petugas
administrasi untuk mencatat dan meregister Permohonan Informasi yang masuk,
dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama setiap tahun. Berdasarkan
Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat



3.7.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah Kota
Bogor bahwa yang melaksanakan tugas perbantuan pada PPID adalah yang
memiliki Jabatan Perencanaan dan Pelaporan pada PPID Pelaksana(Badan
Publik).

PPID Aktif

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat mengharapkan hubungan yang
transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola
dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID).Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-Undang No.
14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan
publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan
dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi
masyarakat atau pemohon. Dibawah ini PPID yang aktif di Lingkungan Kota Bogor

sebagai berikut:

YA 35 100%
TIDAK - -

Dengan rumus Jumlah PPID aktif x 100 =35 x 100 = 100 %
Jumlah total PPID 35

3.8.Permohonan Informasi Via Email/datang langsung
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4. Publikasi Media
1) Jenis Media yang digunakan Pemerintah kota Bogor

l ’ ARG P STRAAN M TRMAD P 8
| et ooummn i BAS AT 4 T SOOI |

NO Jenis Media Nama Akun Keterangan
Komunikasi
_ Aktif Sejak 15 Februari 2015
1 Microblog @pemkotabogor Jumlah tweets: 35,608 cuitan
Twitter Followers : 36,578 K akun
_ _ Aktif Sejak 21 Februari 2015
2 Media Shal’lng @pemkotabogor Jumlah post : 8,310 posts
Instagram Followers : 170.000 followers
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Aktif Sejak 17 Desember 2014
3 Facebook Pemkot Bogor Followers : 26000 followers

Aktif Sejak 16 Juli 2014

Bogor Subscriber : 3.540 subscriber
Pemerintah Kota Followers : 41,0 k followers
5 TIK TOK Bogor

Jenis Tema Publikasi pada Media Sosial Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

Neo Tema Media Jumlah Unggaban

1. | Infoxmasi Publik | Youmbs, 4 Tayangan l
Facebook 33 Tavangan
Instagram 77 Tavangan
X 33 Tayangan
Tikiok 10 Tayangan

2. Infografis. Youtnbe. -
Facebook 7 Tayangan
Instagram 7 Taxangan
X 7 Tayangan

3. EBablikasi Jonnbs 8 Taxangan

Pedssmbangan, Facebook 15 Tavangan

Instagram 15 Tavangan
X 15 Tayangan
Jikiok 20 Tayangan

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan
sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan,
pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet,

baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

5. Kerja sama Media
a) Kerja sama media dengan Perangkat Daerah

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah yang
memiliki atau melaksanakan Kerjasama media sepanjang tahun 2023 adalah

sebagai berikut :
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Radar Bogor 23 (41.1%)

Iniah Bogor 9 {16.1%)
Bogor Today & (14.3%)
Metropolitan & (14 3%)
Pakuan Raya 5{8.9%)
tidak ada 6 (10.7%)
Tidek 5(8.9%)
- 4(7.1%)
tidak 4(7.1%)
lidak agz 1(7:1%)

pelum
tidak ada kerjasamas
Betita Jejaring. Begor Daily...
Nidakada
Liputan parkagiatan
i
RADIO MEGASWARA
radioc megaswara

Pelayanan informasi publik di tingkat instansi juga diperkuat melalui kerjasama
yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik yang berada
di Kota Bogor. Peningkatan pelayanan informasi melalui mdia cetak, TV dan radio
terjadi di hampir seluruh Instansi. Di bawah ini adalah kerjasama Media yang
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya sebagai
berikut:

No Nama Media Kerjasama Dari
Tahun
1 Radar Bogor 2013
2 Harian Metropolitan 2013
3 Pakuan Raya 2013
4 Jurnal Bogor 2013
5 InilahKoran 2013
6 Bogor Kita 2013
7 Bogor24update 2013
8 Inilah Online 2013
9 Bogor One 2013
10 | Bogor online 2013
11 | Sorotrakyat 2013
12 | Woro-woro 2013
13 | Rasioo.id 2013
14 | InewsBogor.ld 2013
15 Juruketik 2013
16 | Inionline.id 2013
17 | Kobra Pos 2013
18 | Bharata News 2013
19 | Jurnal Inspirasi 2013
20 | Barayanews 2013
21 | Lead.co.id 2013
22 | Bogor Today 2013
23 | Lintasbogor.com 2013
24 | Media realita.co.id 2013
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b)

25 | Bogor Channel 2013
26 | Bogorhdnews 2013
27 | Heibogor.com 2013
28 | Ceklissatu.com 2013
29 | Bogordaily.net 2013
30 | Radarbogor.id 2013
31 | Pojok satu Jabar 2013
32 | Metropolitan.id 2013
33 | Antara News 2013
34 | Kabaronline.co.id 2013
35 | Tribunnews Bogor 2013
36 | Pelita Baru 2013
37 | Media Bogor 2013
38 | Pakuan Raya Online 2013
39 | Jabar Ekspres 2013

Kerjasama juga dilakukan instansi dengan media elektronik dalam bentuk

pelaksanaan dialog interaktif melalui stasiun televisi swasta lokal dan Radio lokal

seperti RRI Pro 1 FM, Megaswara FM dan Xchannel.

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan

sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan,

pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet,

baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

Media Sosial yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah yang

memiliki media sosial sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

MEDIA SOSIAL
YANG DIGUNAKAN JUMLAH OPD
Instagram 104%
Facebook 70%
Twitter 31%
Lainnya 51%

PERSENTASE

100%
67,30%
29,80%

49,3%

Dibawah ini adalah gambaran Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki

kerjasama media sosial sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :
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nistagrasm ~ 56 (100%)
Youtube
Twitter [ X
Facsbook
Website

Aplixasi Pengaduan

tikiok

What app

Status Whatsapp dan website
whastapp. website

Spanduk, benner _ informasi .
Whatsapp

{6 Aplkasi Begor Karja
Webshte dan WhattSap

WEB PUSKESMAS BO(

c) Advertorial dan Surat Kabar

1. Advertorial pada surat kabar

Dibawah ini adalah tabel jumlah advertorial yang dimuat di media sosial
sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Radar Dogor —23 (41.1%)
iniizh Bogor
Bogor Today
Metropolitan
Pakuan Raya
tidak ada
Tidak
fidak 4{7.1%)
Tidak ada 4(71%)
belum 2{36%)
fidak ada kerjasama 1(1.8%)
Berita Jejaring. Boger Daily. . 1(1.8%)
Tidakada 1{1.8%)
Liputan perkegiatan 1(1.8%)
L 1(1.8%)
RADIO MEGASWARA 1£1.8%)
radio magasvrars 1(1.8%)
1(1.8%)
0 5 10 15 20 25

menyampaikan pengumuman dan imbauan dengan intensitas berkisar antara
dua mingguan hingga bulanan. Informasi tersebut ditayangkan di media cetak
lokal, regional hingga nasional seperti Radar Bogor, Jurnal Bogor, Bogor

Today, Pakuan Raya, Metropolitan, Inilah Bogor.

2. Advertorial pada media online

Dibawah ini adalah tabel jumlah advertorial yang dimuat di media online
sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :
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Tribun Kew:= . 110 (17 9%
Pojksatujabar I (1] 730
Antaranevs I - - (7 1%)
Detik. corm S (56%)
Helocgor I - £ (14 3%0)
Ak ao s . (71 3%
- —— - (R
_i-:a.-,'_ 6 (10 7%)
Tidak s0: I < (7. 1%0)
Do N, (5.4 %)
Delum I 2 (5-5%)
I - (D 5%)
fidax kerasams 1 (1 8%)
Berila Jejaring, Bogor Dazil.. 1 (1.8%)
TIDAK ADA 1 (1.8%)
Llputan perkegiaizn N1 (1.8%)
Beium taru 1 (1.2%)
togordady net I (1 8%)
tidak fahu SEEE—1 (1 8%)
(1 (1.8%)
Tidak perna ——1 (1.8%]
TIC:AK -1 (1.5%)
ik acs - 1 (1.0%)
Kobra Post i —1 (1 8%)

Bogor Chanel Bogor Onlin.. 1 (1 3%)
Doger daily, bogor 24 epd.. -1 (1.8%)
(1] 2 A I & 10

d) Kelompok Informasi Masyarakat

Dengan adanya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) sebagai media pelayan informasi. Keberadaan UU KIP inilah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan pembinaan
terhadap KIM sebagai lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu
pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Di kota Bogor KIM sebanyak 68 yang
tersebar di Kelurahan dan 6 Kecamatan atau sebesar 97% realisasi keaktifandari
target capaian 100%.

1. Potensi KIM

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa
kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan dan
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi semakin tinggi. Di beberapa
daerah di Indonesia, terdapat beraneka ragam komunitas/kelompok yang
memiliki fungsi KIM, yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk

memperoleh/mengakses informasi dan teknologi komunikasi.

Setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing, baik dari
potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang

mendukungnya.

Masing-masing daerah perlu mengenal dan memetakan potensi, kelompok
masyarakat yang ada. Caranya adalah dengan melakukan inventarisasi setiap
potensi kelompok yang ada di setiap daerah. Setelah itu dikategorikan untuk
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memudahkan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan kelompok

tersebut, misalnya : kelompok wanita, pemuda, pelajar, wirausaha dan lain-lain.

Tugas KIM

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan kelompok yang secara mandiri dan
kreatif melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan
komunikasi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut, KIM memiliki

tugas-tugas sebagai berikut :

o Mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi.

« Memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
dan bermanfaat.

« Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah.

e Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain.

e Memberdayakan kelompok dalam mengumpulkan, mengelola dan

menyebarkan informasi.

. Fungsi KIM

KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk
masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melalui melakukan kegiatan
pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya, sebagai lembaga masyarakat
yang bergerak di bidang pengelolaan informasi, KIM memiliki arti yang penting
sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi
nasional dalam diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Terdapat empat fungsi KIM, yaitu :

e Sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horisontal; dari KIM ke
pemerintah secara bottom up; serta dari pemerintah kepada masyarakat
secara top down.

e Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik.

e Sarana peningkatan literasi di bidang informasi, media massa, dan teknologi
komunikasi, serta sebagai media watch.

e Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

4. Peran KIM

KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki

aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan
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hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan
lebih lanjut mengimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tahap berikutnya, setelah ada akses infrastruktur teknologi komunikasi
dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi

komunikasi dan informasi tersebut.

« Fasilitator informasi bagi masyarakat

« Mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi
e Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat

« Kontrol sosial dalam pembangunan

e Pelancaran arus informasi

e Terminal informasi

. Aktivitas KIM

Melakukan aktivitas mencari informasi dari berbagai sumber baik dari sumber
langsung maupun atau tidak langsung. Sumber langsung ialah dari lembaga
pemerintah, dunia usaha dan lembaga layanan informasi lainnya dan pemuka
pendapat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan di bidang tertentu. Sumber tidak langsung ialah melalui kelompok
cetak dan elektronika termasuk juga internet. Dalam mengakses informasi
dilakukan proses seleksi, mana yang penting dan tidak penting untuk kebutuhan
kelompok dan masyarakat sekitar. Setelah dipilih kemudian dicatat dan
didokumentasikan. Tujuan mengakses informasi ialah untuk memperoleh
informasi yang sesuai dengan kebutuhan baik anggota kelompok maupun
lingkungannya untuk jangka pendek (kebutuhan nyata yang sedang dihadapi),
atau kebutuhan jangka panjang untuk pengembangan kelompok dan masyarakat
di masa yang akan datang. Akses dapat dilakukan oleh masing-masing anggota
secara bersama-sama di tempat khusus KIM (jika memiliki semacam sekretariat

atau tempat pertemuan khusus KIM).

Dibawah ini kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat, pada kegiatan Podcast

Sipatahunan sebagai berikut:
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KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

POTENSI WILAYAH DAN UMKM DI WILAYAH
TANAH BARV

ANANG IMRON
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@ M SHOW - Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Kel. Loji dafam Pembangunan
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» Yoliute" heompok informas masyarakat
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@ KM SHOW : Sinergitas Antar Kelurahan & Lembaga yang Ada di Kelurahan Pasic Mulya
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6. lIklan Layanan Masyarakat (ILM)

a. Dialog Interaktif dan ILM Radio

Dowwesd

Dibawah ini adalah tabel jumlah dialog interaktif dan iklan layanan masyarakat

Radio sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

DIALOG INTERAKTIF & ILM DI RADIO

JUMLAH
RRI Bogor 720
Megaswara 720

b. Dialog Interaktif dan ILM Radio Lokal

Dibawah ini adalah tabel jumlah dialog interaktif dan iklan layanan masyarakat

Televisi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

DIALOG INTERAKTIF & JUMLAH
ILM DI TV

Megaswara 720
Xchannel 720

RRI 720
LAINNYA 0
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7. Release Media

Dibawah ini adalah tabel jumlah release media sepanjang tahun 2023 adalah sebagai

berikut :

20

1
19 -:33':9%;.

3 'iﬁq'l::': 2 r3 lac Y 2 f3 6!: i
(1.816(18% )t (1 8361 8161 8161 &%) | 1 (1.816(1.5%; | 1 (1811 81:(1 8%

Dan dibawah ini release media yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kota

Bogor dan Prokompim

Tahun Jumlah realease media

2015 1.621
2016 2.921
2017 2.792
2018 2.410
2019 2.319
2020 1.215
2021 733

2022 1.509
2023 1.389

Jumlah berita/release yang dihasilkan sepanjang tahun 2023 sebanyak 1389, 2022
sebanyak 1509, 2021 733 , tahun 2020 sebanyak 1.215, di tahun 2019 sebanyak
2.319, di tahun 2018 sebanyak 2.410 release, di tahun 2017 mencapai 2.792 release,
di tahun 2016 telah diproduksi 2.921 release, dan di tahun 2015 tercatat sekitar 1.621

berita yang diproduksi. Berita dan informasi yang disajikan melalui media-media

tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh surat kabar-surat kabar lokal dan regional

serta media-media online sebagai bahan berita yang mereka tayangkan. Dibawah ini

adalah kunjungan kerja perihal Kerjasama Media:
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Dibawah ini jumlah release media bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan

Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

Bulan Jumlah
Januari 159
Februari 145

Maret 141

April 162
Mei 212
Juni 146
Juli 131
Agustus 120
September 127
Oktober 113
November 120
Desember 165
Total 1741

8. Penyebaran Informasi

Kota Bogor dengan jumlah penduduk 1.063,513 juta jiwa memiliki luas wilayah
sebesar 118,50 Km yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebesar 548.196 dan
jumlah penduduk perempuan sebesar 522.813, hasil ini berdasarkan perhitungan dari
Badan Statistik Kota Bogor. BPS Kota Bogor menyebutkan bahwa Dalam perhitungan
jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penerima penyebaran informasi publik

menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1) Jumlah penduduk kota Bogor menurut Pembagian di wilayah Kecamatan Kota

bogor sebagai berikut:
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Laki-laki: 539.250 jiwa

Bogor Selatan
Bogor Timur

Bogor Utara.

Bogor Tengah

Bogor Barat

208.774 jiwa
106.234 jiwa
190.085 jiwa
96.262 jiwa

238.318 jiwa

Perempuan: 524.263 jiwa

Tanah Sareal 223 840 jiwa

2) Jumlah penduduk kota Bogor menurut Kelompok umur dan jenis kelamin sebagai
berikut:

Tabel 3.1.5 Jumlal_\ Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Table Kelamin di Kota Bogor, 2022
Population by Age Groups and Sex in Bogor Municipality,
2022
o G e “w 2
0-4 34 728 32 785 67513
-9 50335 47 020 a7 355
10=14 50879 47 275 98 154
15-19 42938 40 653 8357
20-24 47 130 45 112 92 812
25-29 16 103 45 D46 91149
30-34 44 567 43 656 88223
35-39 42598 41109 83 707
40-44 45047 44 816 89 863
4549 40034 39922 79956
50-54 16 329 16 038 12 367
55—59 27719 17 884 55 603
6064 21303 22 309 43 5312
65—69 1527 16 001 31272
70=794 9377 2770 19 147
75+ 8375 171289 19 664
_ KetBogwr  se3e3 ssosas el

3) Sehingga persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi:

Jumlah penduduk berusia 2 15tahun x 100% = 850.996 x100% = 80 %

Jumlah Penduduk di Kota Bogor 1.063,513

Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penerima penyebaran informasi
publik adalah masyarakat yang berusia minimal 15 tahun ( > 15 tahun)

REEIPEL Laki-laki Perempuan Jumlah
Umur
15-19 42.938 40.653 83.591
20-24 47.430 45.412 92.842
25-29 46.103 45.046 91.149
30-34 44.567 43.656 88.223
35-39 42.598 41.109 83.707
40-44 45.047 44.816 89.863
45-49 40.034 39.922 79.956
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50-54 36.329 36.038 72.367
55-59 27.719 27.884 55.603
60-64 21.303 22.309 43.612
65-69 15.271 16.001 31.272
70-74 9.377 9.770 19.147

75+ 8.375 11.289 19.664

Kota Bogor 427.091 423.905 850.996

Nilai diatas sudah sesuai dengan pendekatan rumus yang telah disepakati(poin

2).Data merupakan angka resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota

Bogor. Untuk mencapai tujuan penyebaran informasi dan komunikasi yang efektif,

maka diperlukan pemilihan jenis media untuk penyebaran informasinya. Komunikasi

media adalah memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan

masyarakat, dan penggunaan media ini menjadi stategi komunikasi pemerintah

terhadap masyarakat.

Penyebaran informasi tidak hanya melalui komunikasi 2 arah yaitu berupa tatap muka

dalam kegiatan pertemuan, sosialisasi dan sebagainya, tetapi bisa menggunakan

media sebagai sarana penyebaran komunikasi yang efektif baik media masaa, cetak

maupun media online, dimana umpan balik memberikan dampak efek yang baik bagi

kedua belah pihak. Pengukuran berupa survey dalam upaya evaluasi dilaksanakan

untuk melihat sejauh mana exposure media tepat sasaran dan target.

Memasang advertonial di koran/
fabloid/majalan
Menyelenggarakan dialog
interalif di radio
Menyelenggarakan dialog
interaldif di televisi

Memasang Iklan Layanan
Masyarakat di radio

Memasang Iklan Layanan
Masyarakat di felevisi

tidak pernan

9. Kegiatan Media Sosial pada Pemerintah Daerah Kota Bogor

2(36%)
3(54%)

1(1.8%)

a) Liputan Potensi Wilayah

14(25%)

18(32.1%)

28 (50%)

30

Potensi wilayah adalah segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia

yang terdapat, serta tersimpan di desa. Semua sumber daya tersebut dapat

dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan wilayah. Potensi wilayah

terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi nonfisik.
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1)

2)

3)

Potensi Fisik

Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber daya
alam yang ada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk potensi fisik

adalah sebagai berikut:

a) Tanah, merupakan faktor penting bagi penghidupan dari warga yang ada

di wilayah tersebut

b) Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari d) Manusia, dalam
hal ini diartikan sebagai tenaga kerja.

Potensi nonfisik

Potensi non fisik adalah potensi yang ada di wilayah adalah segenap potensi

sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di wilayah yang bersangkutan.

Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik, yaitu sebagai berikut :

a) Masyarakat yang hidup secara bergotong-royong menjadi kekuatan

produksi, serta pembangunan wilayah.

b) Aparatur di wilayah yang bekerja secara maksimal menjadi sumber

ketertiban, serta kelancaran pemerintah wilayabh.

c) Lembaga sosial menjadi pendorong partisipasi warga dalam kegiatan

pembangunan wilayah secara aktif.

Keunggulan Kompreatif

suatu daerah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang mendorong

perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung

keunggulan komperatif.

Dibawah ini adalah liputan wilayah yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dan

dipublikasikan pada media sosial Instagram Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota

Bogor sebanyak 22 Kelurahan diantaranya:

No Kelurahan Bulan
1. Kelurahan Bantar Jati Januari

2. Kelurahan Kabon Kelapa Januari

3. Kelurahan Cilendek Barat Februari
4, Kelurahan Sukasari Februari

5. Kelurahan Tajur Mei

6. Kelurahan Pabaton Mei

7. Kelurahan Tegal Gundil Juni

8. Kelurahan Pakuan Juni

9. Kelurahan Pasir Kuda Juli

10. | Kelurahan Cibadak Juli

11. | Kelurahan Lawanggintung Agustus
12. | Kelurahan Kebon Pedes Agustus
13. | Kelurahan Cilendek Timur September
14. | Kelurahan Sindang Barang September
15. | Kelurahan Ramgga mekar September
16. | Kelurahan Kedung waringin Oktober
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17. | Kelurahan Kedung halang Oktober
18. | Kelurahan Cipaku Oktober
19. | Kelurahan Curug mekar November
20. | Kelurahan Kayu manis November
21. | Kelurahan Panaragan Desember
22. | Kelurahan Tegalega Desember

b) Liputan Agenda Pimpinan

Agenda kerja pimpinan merupakan suatu bagian dari banyaknya kegiatan
keprotokolan yang mempunyai dan mengatur kegiatan — kegiatan kerja seorang
pimpinan dalam rangka menciptakan kefektivitas dan keefesiensi perusahaan .
Mengingat bahwasannya seorang pimpinan yang mempunyai pekerjaan utama
membuat keputusan yang terkait dengan manajemen penyelesaian pekerjaan .
Agenda kerja pimpinan ini disusun oleh sekretaris pimpinan dengan cermat sehingga
tidak menghambat aktivitas dari seorang pimpinan yang harus dilaksanakan sesuai
manajemen waktu secara maksimal . Bentuk agenda adalah susunan kegiatan yang
diurutkan menurut waktu pelaksanaan dan skala prioritas pekerjaan yang dilakukan
oleh seorang pimpinan .

Agenda kerja pimpinan dapat digolongkan menjadi 2 jenis agenda kerja nyata, yaitu:

1) Jadwal Kerja Pimpinan

Merupakan susunan suatu peralatan yang disusun memuat kegiatan secara
keseluruhan , umum dan khusus yang memiliki suatu kepentingan penyelesaian
pekerjaan manajemen untuk pimpinan . Kegiatan ini bersumber dari penerimaan
tamu yang terekam pada buku tamu dan buku janji tamu . Dibawah ini adalah
even besar yang ditayangkan pada media sosial sebagai salah satu Keterbukaan

Informasi Publik diantaranya adalah sebagai berikut:

No Liputan Agenda Pimpinan Bulan

1. | Mesjid Agung Kota Bogor Januari
2. | Peresmian Situ Gede Januari
3. | Bogor Street fest (CGM) Februari
4. | Piala Adipura Februari
5. | Idul Fitri April

6. | Hari Jadi Kota Bogor Juni

7. | HUT RIKE 78 Agustus
8. | HUT Korpri November
9. | Peresmian Jembatan Otista Desember

2) Jadwal Perjalanan Dinas / Bisnis Pimpinan

Adalah suatu jadwal kegiatan kerja yang memuat rincian dari kegiatan yang

dilaksanakan pimpinan baik di luar kota maupun di luar negeri
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BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara
Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai
pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan,
Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas

atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan
keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau

petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga
Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga
dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut
berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, yaitu :

1) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2) Tidak disediakannya informasi berkala;
3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang
ini.
Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi publik

melalui proses tingkatan sebagai berikut :
1) Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi;
2) Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi;

3) Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi.
Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai
di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.
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Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan
publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian
sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap
pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi
Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ badan publik merupakan awal
dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya
adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa
sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif
antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi
terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan
publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang- undang.

Terkait sengketa informasi publik, terdapat 2 (dua ) sengketa informasi publik
yang diselesaikan melalui mediasi penyelesaian sengketa informasi pada tingkatan
Komisi Informasi Tahun 2023. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya
sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2 (dua) perkara sengketa
informasi di tingkat Pengadilan Komisi Informasi.

Terkait sengketa informasi publik, semuanya dapat diselesaikan sehingga 2 kasus pada
penyelesaian sengketa informasi hanya berlanjut mediasi hanya pada tingkatan Komisi
Informasi. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht), dengan rincian sebagai berikut :
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Menghadiri sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Jawa Barat pada

bulan September 2023 terkait data Bantuan Sosial pada Dinas sosial Kota Bogor.
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BAB V
PENUTUP

Sebagai implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan
kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dengan sasaran 26 instansi. Hasil monev
menunjukkan hasil positif, yaitu hampir seluruh instansi telah melakukan langkah-
langkah yang konstruktif terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.

Hal paling menonjol adalah adanya langkah-langkah proaktif yang dilakukan
hampir semua instansi untuk mengelola informasi dan mempublikasikannya melalui
berbagai jenis media. Salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah instansi yang
memberikan pelayanan informasi lewat website, peningkatan jumlah advertorial,
peningkatan jumlah media massa baik cetak maupun online yang bekerja sama,
peningkatan jumlah media sosial yang digunakan oleh setiap instansi, hingga
peningkatan jumlah admin media sosial. Hal ini diyakini akan lebih memudahkan
masyarakat yang memerlukan informasi.

Di samping itu pelayanan informasi yang dilakukan lewat kerjasama media
juga menunjukkan perubahan pergeseran. Kerjasama dengan media online yang
cakupan pembacanya tinggi, mengalami penambahan yang signifikan sejalan dengan
maraknya era digital. Tuntutan dari era digital ini juga yang secara tidak langsung
mendorong instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk memasifkan
pelayanan informasi lewat media sosial.

Sepanjang 2023 tercatat adanya pengingkatan dalam penggunaan media
sosial, khususnya Instagram. Media ini dianggap sarana yang efektif dalam
penyampaian informasi yang cepat dan murah, serta memudahkan komunikasi dua
arah antara Pemerintah Daerah dengan warganya.

Mengenai kendala yang dihadapi instansi dalam pelayanan informasi, hampir
semua instansi mengeluhkan faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia/
personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk
mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Terlebih anggaran
untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi. Meski
demikian, di tahun 2023 sudah ada perbaikan berupa dibuatnya Standar Operasi
Prosedur (SOP) pelayanan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing-masing
instansi serta untuk mendorong peningkatan kualitas personil pendukung PPID
Pembantu, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat agenda
kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan
pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antara lain berbentuk diskusi,
baik berupa forum Perhumas dan Bakohumas, dan workshop tentang keterampilan
yang dibutuhkan oleh para personil PPID Pembantu.
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Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja
seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satunya adalah melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama
dan pembantu. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Ke depan, Pemerintah Kota Bogor telah mengalihtugaskan tugas pokok,
pelayanan dan fungsi kehumasan kepada Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bogor.
Diharapkan, dengan dipindahkannya tupoksi kehumasan kepada Diskominfo Kota
Bogor, pelayanan kehumasan akan berjalan lebih optimal dan sinergis untuk
pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi. Pada akhirnya, laporan
ini kami maknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. Semoga laporan ini
tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP
dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip

keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.
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